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ABSTRAK

St. Sulaiha, NIM 105261153320, Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi
dalam Tinjauan Maslahat, (dibimbing M. Ilham Muchtar dan Rapung)

Zakat profesi menjadi salah satu kasus dalam fikih (hukum Islam) karna al-
Qur’an dan Sunnah tidak membahas secara tegas tentang ketentuannya. Sedangkan,
ketika ditinjau dari segi maslahat, zakat profesi memiliki tata letak tersendiri namun
sampai saat ini, zakat profesi masih kontroversial dikalangan ulama sehingga
penulis berusaha membedah dan memahami kontroversi ini serta menimbangnya
dari perspektif kemaslahatan yang ada. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 1)
kedudukan zakat profesi dalam fikih Islam dan 2) analisis hukum Islam terhadap
zakat profesi dalam tinjauan maslahat.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library
research), dimana data penelitian berfokus pada studi naskah dan teks yang
diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian baik
primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) zakat profesi dalam fikih Islam
disyariatkan berdasarkan beberapa dalil umum dan penjelasan serta penelusuran
terhadap Ijtihad sahabat, baik dalam bentuk ljma’ shahabi (kesepakatan umum
sahabat) maupun Qaul Shahabi (pendapat seorang sahabat). 2) Adapun zakat
profesi dalam tinjauan maslahat yaitu sebagai sebuah sarana yang sangat efektif
untuk memberdayakan kesejahteraan umat dan memenuhi misi sosial yang
membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna sehingga
sangat penting dalam penerapan dan penetapannya.

Kata kunci: Analisis, Hukum, Zakat, Profesi, Maslahat
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ABSTRACT

St. Sulaiha, Student ID 105261153320, Islamic Legal Analysis of Professional
Zakat in the Perspective of Maslahat, (supervised by M. Ilham Muchtar and
Rapung)

Professional Zakat has become a case in Islamic jurisprudence (figh)
because the Quran and Sunnah do not explicitly discuss its regulations. However,
when examined from the perspective of benefits (maslahat), Professional Zakat has
its own structure. Nonetheless, to date, Professional Zakat remains controversial
among scholars, prompting the author to dissect and understand this controversy
and weigh it from the perspective of existing benefits. This paper aims to determine
1) the position of Professional Zakat in Islamic jurisprudence and 2) conduct a legal
analysis of Professional Zakat in the context of benefits.

The research method used is library research, where the research data
focuses on the study of manuscripts and texts obtained from various relevant
literature on the research topic, both primary and secondary.

The results of this research indicate that 1) Professional Zakat in Islamic
jurisprudence is mandated based on several general pieces of evidence and
explanations, as well as exploration of the ljtihad of the companions, both in the
form of Ijma’ shahabi (consensus of the companions) and Qaul Shahabi (opinion of
a companion). 2) As for Professional Zakat in terms of benefits, it serves as a highly
effective means to empower the well-being of the community and fulfill a social
mission that brings a concept of a perfect life (manhaj al-hayah). Therefore, its
implementation and determination are crucial.

Keywords: Analysis, Law, Zakat, Profession, Benefits
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur tata cara hidup sesuai dengan ajaran
al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Setiap individu yang memeluk agama Islam
diwajibkan untuk mengatur seluruh aspek hidupnya sesuai dengan hukum-hukum
yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.* Malik bin Anas meriwayatkan dalam
kitabnya al-Muwatta ’ sebuah hadis dari Rasulullah saw yang memberikan jaminan
keselamatan dunia dan akhirat bagi setiap Muslim yang menjadikan kedua sumber

hukum tersebut sebagai pedoman dan prinsip hidup. Rasulullah saw bersabda:

A Lo g5 J6 06 eas 22 ol 22 38 3 02 AN KB G S 00
s iy B S s SCE e Lt o il 08 855 s e
Artinya:

Dari Kasir bin ‘Abdillah bin ‘Amru bin ‘Auf dari ayahnya, dari kakeknya
berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan kepada kalian dua
pusaka yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan
tersesat selamanya, keduanya adalah al-Qur’an dan Sunnahku.

Sementara itu, syariat Islam secara menyeluruh mengatur segala aspek
kehidupan manusia, termasuk hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, alam, dan
sesama manusia. Kehidupan sosial dan keagamaan terutama orang-orang Islam
yang ada di seluruh dunia tidak dapat dilepaskan dari konsep saling membantu antar
sesama. Zakat, sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam kerangka hukum
Islam yang memegang peran penting. Pembahasan tentang zakat tidak dapat

terlepas dari konsepsi zakat menurut ajaran Islam, karena zakat merupakan salah

! Manna’ al-Qattan, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h.
254.

2 Malik bin Anas, al-Muwatta ’ (Cet. I; Damaskus: Muassasatu al-Risalah Nasyirun, 2013),
h. 688.



satu pilar utama dalam rukun Islam. Hal ini dikemukakan karena perintah zakat
bukan hanya sebagai praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, melainkan
juga dimensi sosial. Sebagaimana Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-ilmran/3:

133-134,

032 301 Guirtll Bel [p3V1s Sosdfl s 4355 0535 58 5ams ) 1ok g
Gt £ 2 0 2 s B by oally oB2 3
Terjemahnya:

Dan bersegerahlah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik diwaktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan
(kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik.?

QS. Al-Bagarah: 110

@
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Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang
kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi
Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah swt,
sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola dan pemakai yang harus
bertanggung jawab atas pengelolaannya di akhirat. Harta dianggap sebagai amanah
yang harus dipertanggungjawabkan pada setiap pengeluarannya di akhirat nanti.

Oleh karena itu, setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab dan telah

3 Kementerian Agama RI, al-Qur an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur an, 2019), h. 89.

4 Kementerian Agama RI, al-Qur an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 22.



mencapai satu tahun kepemilikan diwajibkan membayar zakat, baik itu zakat fitrah
maupun zakat maal.> Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad saw zakat
hanya mencakup sektor pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak, dan rikaz
pada masa Nabi Muhammad saw. Namun, dengan berkembangnya ekonomi,
sumber zakat pun berkembang, seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji,
honorarium, atau pendapatan lainnya yang telah mencapai nisab, dikenal sebagai
zakat profesi.®

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada penghasilan para
pekerja berdasarkan profesi mereka. Istilah ini termasuk kategori baru dalam fikih
Islam, karena dalam Kitab-kitab klasik fikih yang disebut kitab kuning, tidak secara
spesifik membahas tentang zakat profesi seperti yang dikenal saat ini. Meskipun
tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, zakat
profesi berasal dari zakat maal, dan istilah ini muncul sebagai hasil ijtihad dari para
mujtahid atau ulama kontemporer dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-

persoalan yang dianggap isu baru termasuk zakat profesi.

Zakat profesi menjadi salah satu kasus dalam fikih (hukum Islam). Al-
Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat
profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan
Ahmad bin Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat
profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan
masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu
sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum

itu ditetapkan.

> Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Figih Kontemporer (Jakarta: Salemba
Diniyah, 2008), him. 2.

® Fakhrudin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2008),
him. 15.



Di antara aspek terpenting dalam syariat Islam adalah (magasid al-syari ah)
tujuan dari syariat itu sendiri yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip
keadilan dan kemaslahatan ini merupakan keinginan fitrah dan hak asasi manusia,
yang mana keduanya merupakan landasan atau rujukan utama dalam penetapan
hukum dan pemutusan perkara oleh para pakar fikih Islam. Prinsip ini bukanlah
berasal dari rekayasa para ahli fikih melainkan bersumber dari pokok ajaran Islam

itu sendiri yaitu bersumber dari wahyu.’

Maslahat adalah al-faidah yang berarti faidah, kepentingan, kemanfaatan,
dan kemaslahatan.® Maslahat juga merupakan salah satu metode yang sangat efektif
dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan
oleh Rasulullah saw, sahabat, tabi’in dan para ulama mujtahid. Meskipun sebagian
ulama tidak menggunakan metode ini, namun mayoritas ulama dapat menerima
kaidah metode ini dengan syarat-Syarat tertentu yang sangat ketat. Karena,
berdasarkan penelitian dalil-dalil syar’i baik dalam al-Qur’an ataupun dalam hadis,
para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syariah adalah
untuk kemaslahatan.®

Sehingga ditinjau dari perspektif kemaslahatan, zakat profesi memiliki tata
letak tersendiri memiliki peran penting pada kemaslahatan umat. Meskipun masih
kontroversial di kalangan ulama, penulis berusaha membedah menyelidiki dan
memahami kontroversi ini serta menimbangnya dari perspektif kemaslahatan yang
ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk memaparkan dan

"Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cet. IV; Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 25.

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h.
789.

® Asriaty, Penerapan Maslazah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer, Madania, vol. 19
no. 1 (Juni 2015), h. 119-120. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania (Diakses 3
Januari 2020)



mengkaji tentang Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam

Tinjauan Maslahat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan
dibahas adalah:
1. Bagaimana kedudukan Zakat Profesi dalam Fikih Islam?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan
Maslahat?
C. Tujuan Penilitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pokok permasalahan yang
ada, yaitu:
1. Untuk mengetahui kedudukan Zakat Profesi dalam Fikih Islam
2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan
Maslahat
D. Manfaat Penilitian
Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Dapat digunakan sebagai informasi dan acuan dalam menambah wawasan
peneliti tentang Zakat Profesi.
2. Manfaat praktis
Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman mahasiswa dan
masyarakat dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan
tentang zakat profesi, maslahah, dan implementasinya dalam kehidupan

sehari-hari.



E. Metodeologi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian
ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan yang diperoleh
dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data
secara kepustakaan.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif,
yang didasarkan pada prinsip-prinsip norma atau ajaran agama Islam.
Dalam hal ini, penelitian mengambil sumber informasi utama dari Kitab-
kitab figih, yang merupakan kumpulan aturan hukum Islam. Pendekatan ini
memandang Kitab-kitab figih sebagai landasan utama untuk menjelaskan,
menganalisis, dan menginterpretasikan konsep zakat profesi serta untuk
memahami kedudukannya dalam kerangka ajaran Islam.
3. Jenis sumber data
Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.®
Dalam konteks ini, sumber data primer adalah rujukan yang diambil
langsung dari kitab-kitab figih yang menjadi fokus penelitian. Informasi
dan panduan hukum Islam terkait zakat profesi diambil secara langsung
dari sumber-sumber primer ini.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung.* Dalam

10 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Rineka
Cipta, 2004), h. 87.
11 Zaifudi Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.



penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan penggunaan referensi dari

berbagai karya lain, seperti buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel yang relevan

dengan pembahasan penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk

mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data

primer, serta untuk memperkaya analisis dan interpretasi dalam konteks

zakat profesi dalam hukum Islam.

Metode pengumpulan data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah library research.

Library research merupakan suatu pendekatan yang menggunakan literatur

sebagai sumber utama untuk mengumpulkan data. Berikut adalah

penjelasan lebih rinci mengenai metode pengumpulan data ini:

a.

b.

Pengumpulan Data dari Literature:

Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai
sumber literature yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.
Literature yang dimaksud mencakup kitab-kitab figih sebagai sumber
data primer, serta buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel sebagai sumber
data sekunder.

Analisis dan Sistematika Data:

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menelaah dan
memahami setiap informasi yang diperoleh. Data kemudian dianalisis
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam. Hasil analisis tersebut
kemudian dijadikan sebagai referensi dan disajikan secara sistematis

dalam penelitian.



5. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data

kualitatif yaitu content analysis dengan mengumpulkan, memahami dan

mengolah data yang diperoleh.'? Berikut adalah rincian metode analisis data

yang digunakan:

a.

Pengumpulan Data: Data yang diperoleh melalui library research dari
berbagai literatur, baik primer (kitab-kitab figih) maupun sekunder
(buku, jurnal, tesis, artikel), menjadi dasar untuk analisis.

Teknik  Content Analysis: Penggunaan teknik content analysis
melibatkan proses pengumpulan, pemahaman, dan pengolahan data.
Dalam hal ini, fokus pada menganalisis konten atau isi dari sumber-
sumber data untuk memahami dan mengidentifikasi pola-pola, tema,
atau konsep terkait zakat profesi dalam hukum Islam.

Proses Editing Data: Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses
editing untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis
berkualitas dan dapat memberikan informasi yang akurat.

Analisis atau Kajian Data: Data kemudian dijelaskan dan dianalisis
secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pembacaan ulang terhadap data,
mengidentifikasi pola-pola utama, dan mengeksplorasi hubungan antara
berbagai konsep terkait zakat profesi dalam konteks hukum Islam.
Kesimpulan: Analisis yang telah dilakukan menjadi dasar untuk
menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup ringkasan temuan,
interpretasi hasil analisis, dan jawaban terhadap pertanyaan atau tujuan

penelitian.

12 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Ed. 1, Yogyakarta: Rake Sarasisn,

1996), h. 49.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat
1. Defenisi Zakat

Zakat berasal dari kata 3\ berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.*®
Ditinjau dari segi bahasa, berarti nama' kesuburan, thaharah kesucian, barakah
keberkahan, dan berarti juga tazkiyah mensucikan.'* Zakat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang
yang beragama Islam dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya
seperti fakir miskin dan yang lainnya.'® Zakat dalam Bahasa Arab memiliki

beberapa makna yaitu:

Pertama, zakat bermakna at-thahuru yang artinya mensucikan atau
membersihkan. Makna ini menekankan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat
karena Allah swt. akan membersihkan dan mensucikannya, baik pada harta maupun
jiwa.

Kedua, zakat bermakna al-barokatu yang artinya berkah. Makna ini
menjelaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan
dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan ini akan berdampak pada
keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta

yang suci dan bersih.

Ketiga, zakat bermakna an-namuw yang artinya tumbuh dan berkembang.

13 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

14 Teuku Muhammad Hashi Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, (Cet. 10; Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 3.

15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakatra: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1822.
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Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (atas izin Allah) akan selalu
tumbuh dan terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan

harta yang telah ditunaikan dan dipenuhi kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna as-shalahu yang artinya beres atau terselesaikan.
Bahwa orang-orang yang selalu menuaikan zakat hartanya akan selalu beres atau
terselesaikan persoalannya dan jauh dari masalah.®* Hubungan antara pengertian
zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat berkaitan dan
erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah,
tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana

dinyatakan dalam QS. at-Taubah ayat 103 dan ar-Ruum ayat 39 sebagai berikut:*’

Zz
s

e a2 80 G5l By e g s g A BiG ol 1 It
Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”®

s O A Al AT . G 2 E o Ser (..
dj.aiz.,a.ﬁ\ (’,j: GJ{-S) ) a3 d)jgj 855 B2 vic;\; L3
Terjemahnya:

“Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untu
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipatgandakan hartanya.”*®

Secara istilah para ulama memberikan defenis berbeda-beda. Di antaranya

16 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Pedoman Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Kementrian
Agama RI, 2013), h. 29

7 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, cet-1,
2002), h. 7

18 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 279

19 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur-an, 2019), h. 588
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pengertian zakat menurut Al-Mawardi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang
diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat tertentu pula.?’ Sedangkan menurut
Yusuf Qardawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.?! Zakat menurut
Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa
zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.?? Secara
terminologi, zakat adalah sebagian kadar harta tertentu yang memenuhi syarat
minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada

yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.?

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus
dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang
ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk
mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya
(mustahik). Harta yang memenuhi syarat nishab dan haul yang telah dikeluarkan
zakatnya diyakini terus tumbuh dan berkembang menjadi investasi, suci, dan penuh
berkah. Sehingga sifat-sifat ini tumbuh, suci, berkembang, dan penuh keberkahan

adalah makna dasar dari zakat.?*

Zakat dari segi istilah figih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan

20 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, (Beirut Lebanon: Daar Kitab Al-l1imiyah,
tth)

2L vusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera
Antarnusa, 2006), h. 34.

22 Fakhrudin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN MalangPress, 2008),
h. 13

23 Kutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 157

24 Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011), h.
10
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mendapatkannya.?

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa, zakat adalah
suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang
dimilikinya yang telah mencapai nishobnya, dan dikeluarkan dengan jumlah
tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu. Zakat
merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban
zakat dalam Islam sebagian besar dihubungkan dengan kewajiban shalat, hal ini
menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dan memiliki tingkat

penting yang sama dengan kewajiban shalat dalam ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Zakat
a. Al-Qur’an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah yang

wajib ditunaikan. Hal tersebut ditekankan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu:
2 S S ) agle g b e S IR BIL il o 4
Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”?°

Ayat ini menyoroti dimensi spiritual dan sosial dari zakat, menekankan
bahwa tujuan zakat tidak hanya terbatas pada pemberian materi, tetapi juga pada

pemurnian jiwa dan hubungan sosial yang lebih baik. Ambillah Zakat:

25 Didiek Ahmad Supadie, dkk, Studi Islam 11, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),
h. 159

% Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur-an, 2019), h. 279
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Menunjukkan perintah untuk mengumpulkan zakat dari harta mereka.
Membersihkan dan Mensucikan Mereka: Zakat bukan hanya sebagai pemenuhan
kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan
jiwa penerima zakat. Ini berkontribusi pada pembersihan sosial dan pemberdayaan
masyarakat. Berdoa untuk Mereka: Memerintahkan untuk berdoa bagi mereka yang
menerima zakat. Doa ini diharapkan memberikan ketentraman jiwa kepada

penerima zakat.

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

35 Gty SN G 25508 ety il Cbadlly (Sl Al E50%N 4

p ke iy B2 Anpd o2 g & ot
Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”?’

Ayat ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan memberikan

panduan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat.
Firman Allah Swt surat al-Bagarah ayat 43:
Ce S & 15505 550 1515 el 154805

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang
yang ruku”?®

27 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 269-270

28 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur an, 2019), h. 9
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Ayat ini menegaskan pentingnya kewajiban menunaikan zakat sebagai
kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

b. Hadis

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadis adalah sabda Nabi Muhammad
SAW dalam sebuah Hadisnya:

wm‘wﬂ)‘bwwv&j%bm‘y&‘zi) /}/)w Gﬁ)uﬂud‘u&
e 35 E bl 3 BIL gl Gl B B1) ragg Cody ST (A J*

O

296JL>HUJ43.U\) <le ja (v.@_;jug.ajev.@;

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallohu ‘alaihi wasallam mengutus
Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau
bersabda): “sesungguhnya Alloh SWT telah mewajibkan mereka zakat dari
harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan
dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” Muttafakun ‘alaih
dan lafadznya menurut Bukhari.”

SLLY el 1) 18 g ale 1 Lo U;J\ R (NI S
i 1335 435 . ol oy (24 C@u&ug,;"zﬁx@;;é@ﬁégﬂg
o )l Lata C@J\; Qay il Sala g 52 ik O

Artinya:

”Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau
dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya
sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya
seperduapuluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila
tanaman ba’al (tanaman Yyang menyerap air dari tanah), zakatnya
sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau
binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”

29 Kitab Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam, hadits 1, hal. 125
30 Kitab Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam, hadits 1, hadits 6, hal. 127
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Hadis-hadis ini memberikan penekanan pada pentingnya membayar zakat

sebagai bagian dari kewajiban seorang Muslim.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam

istilah lain disebut delapan ashnaf, mereka adalah:
a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai
harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa,
apabila seseorang memiliki sedikit dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia
tergolong fakir.dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup
kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua
itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir.
Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya

dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi dan memenuhi
kebutuhannya. Adakalanya memiliki seribu dirham maka termasuk dalam golongan
miskin, namun adakalanya hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan maka
tergolong berkecukupan. Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai
harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang
yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilan dari usahanya tidak

mencukupi.®

31 Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), h. 42
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b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau
wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan
pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa
bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.
Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana diambil Asnaini, ‘amil adalah orang yang
bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan
pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan

sebagainya.®
c. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru
masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat
tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman, takwa dan

sebagai dakwah bagi setiap umat.*
d. Rigab

Imam Malik, Ahmad, dan Ishag, menyatakan Rigab adalah budak biasa
yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi’iyah
dan Hanafiyyah, rigab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan
oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi

secara angsuran. Dua pendapat diatas, tercakup dalam Q.S at-Taubah ayat 60-61.

32 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), h. 54

33 Amiruddin Inoed, dkk, Anatomi Figh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat
Sumatra Selatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 37
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e. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah berasal dari kata jama’ dari kata mufrad algharimu,
artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang
adalah seorang kurang mampu yang memilih berhutang untuk keperluan ketaatan
kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk
perbuatan maksiat, maka tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila telah bertobat.
Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya atau berkecukupan,
maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk
mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini
adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang-

hutang.®*
f.  Fii Sabilillah

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam
dalam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti
guru mengaji, guru madrasah/sekolah, serta kegiatan produktif pada sosial
kemasyarakatan. Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa “tiap-tiap orang yang berusaha
dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jaln-jalan kebajikan, termasuk kedalam
sabilillah. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang

menuju pada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.®
g. lbnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar ilmu agama dan ilmu

umum yang tidak mendapatkan dukungan dana atau bantuan dari pemerintah, atau

34 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hal. 5

35 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hal. 59
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mendapatkan namun tidak mencukupi kebutuhan masa pembelajaran tersebut.®
Ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk
melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan melakukan
perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali
kepada masyarakat atau agama Islam.3” Menurut golongan As-Syafi’iyyah, Ibnu
Sabil ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah
perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau memberi

hutang.

Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan,
seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk
nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan

kepergiannya itu.*
4. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah
zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Sebagaimana dalam

pengertian dibawah ini:**
a. Zakat Fitrah

Fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Zakat fitrah

adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan

3% Amiruddin Inoed, dkk, Anatomi Figh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat
Sumatra Selatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38

37 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Tulungagung dalam Perspektif Magashid Al-Syariah, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, (2016),
hal. 257-261

38 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hal. 60

% Didiek Ahmad Supadie, dkk, Studi Islam 11, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),
h. 172
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fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran- kotoran (dosa-dosa) yang
disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.*® Zakat fitrah adalah sejumlah
harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya
ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.*!

Zakat fitrah disyari’atkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak
saat itu zakat fitrah menjadi wajib untuk dilakukan setiap muslim sebagai tanda

syukur kepada Allah swt.*2

Imam Malik, imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat
bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha’ (di Indonesia berat satu sha’
dibakukan menjadi 2,5kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi
makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar
zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.
Namun, ukuran satu sha’ menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat

para ulama’ yang lain, yakni 3,8kg.*3
b. Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh
umat Islam yang telah mencapai nishab (ambang batas kekayaan tertentu) dan telah
dimiliki selama setahun penuh. Zakat mal mencakup berbagai jenis kekayaan,
seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta
temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Dalam konteks agama Islam,

zakat mal merujuk pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada orang-

40 Sayyid Sabig, Figh Sunnah (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 126

41 Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis,
(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 43

42 Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), hal. 45

4 Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), hal. 47
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orang yang membutuhkan. Prinsipnya adalah membersihkan kekayaan seseorang
dari sifat kikir, rakus, dan keserakahan.** Adapun syarat zakat maal adalah:*

1) Milik penuh, bukan milik bersama.

2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila

diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.

4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.

5) Lebih dari kebutuhan pokok dan

6) Bebas dari hutang.

5. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati

a. Binatang Ternak

Binatang ternak amat banyak bentuk dan dan macamnya. Namun, tidak
semua terkena wajib zakat. Binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi,

kambing, kerbau, dan unta.
b. Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai
nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang
baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan
perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah 200 dirham

(setara 595 gr perak).*¢ Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak

4 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan
Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

4 Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis,
(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 49

4 Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), h. 29
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sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar
zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang
mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000 maka besarnya zakat yang

dikeluarkan sebesar: 90 x 70.000 x 2,5% = 157.500.40
c. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg
apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung,
gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun
jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buahbuahan, sayuran,
daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan

pokok yang paling umum di daerah tersebut.*’
d. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini
berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara
barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang

diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.%8

B. Zakat profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian
jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan

bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian

47 Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), h. 18

48 Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis,
(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 55
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(keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu.*® Sementara di negara-negara Arab modern,

kosakata profesi dan atau profession diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua

kosa kata bahasa Arab yaitu;

a)

b)

melalui

Al-Mihnah (sering digunakan untuk merujuk pada pekerjaan yang lebih
mengandalkan pekerjaan otak). Oleh karena itu, mereka yang berprofesi
disebut sebagai almihaniyyun atau ashab al-mihnah, termasuk di antaranya
pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan (bidang hukum,
manajemen, pemasaran), pekerja kantoran, dan sejenisnya.

Al-Hirfah (lebih umum digunakan untuk merujuk pada jenis pekerjaan yang
mengandalkan tangan atau tenaga otot), seperti para pengrajin, pande besi,
tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit dalam konfeksi, buruh bangunan,
dan sebagainya. Mereka ini disebut sebagai ashab al-hirfah (tukang). Hal
menariknya, kata benda yang berasal dari al-hirfah ini, yaitu al-muhtarifun,
terkadang juga digunakan untuk menyebut kelompok profesional. Sebagai
contoh, pesepak bola profesional dapat disebut sebagai al-laiba muhtarif

(pemain profesional).>

Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh

pekerjaan dan profesi seseorang. Ini mencakup pekerjaan yang

menghasilkan pendapatan, baik itu dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan

pada orang lain, berkat keahlian tangan atau pikiran (profesional), maupun

pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau

individu, dengan menerima upah sebagai imbalan, baik melalui keterampilan

tangan, kecerdasan pikiran, atau keduanya. Pendapatan dari jenis pekerjaan

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakatra: Pusat

Bahasa, 2008), h. 1216.

50 Abdullah Syarifuddin, Zakat Profesi, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003).
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tersebut, seperti gaji, upah, atau honorarium, dikenai zakat apabila telah mencapai
nisab dan telah melewati masa haul, dan pada saat itu, zakat profesi harus

dibayarkan.®!

Secara umum, menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi
adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan mampu menghasilkan
pendapatan atau uang dalam jumlah yang relatif banyak, dengan cara yang sah dan
mudah, baik melalui penerapan keahlian khusus maupun tidak. Sementara menurut
pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari
pendapatan yang diperoleh secara halal, yang bisa berupa upah, honorarium, atau

gaji, dan diterima melalui jalan yang sah.>?

2. Ketentuan Zakat Profesi

a. Syarat dan nishab zakat profesi

Dalam peraturan zakat profesi, terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan
untuk menetapkan nishab, kadar, dan waktu penyaluran zakat profesi. Keputusan

ini bergantung pada penggunaan giyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika kita melakukan analogi dengan zakat perdagangan, maka
nishab, kadar, dan waktu penyalurannya akan serupa dengan zakat emas dan perak.
Nisabnya setara dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2.5%, dan waktunya setahun

sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika kita merujuk pada zakat pertanian, maka nishabnya setara
dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5%, dan zakat dikeluarkan setiap

kali mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

SlYusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera
Antarnusa, 2007), h. 459.
52 |kbal Baidowi, Zakat Profesi Zakat Penghasilan, (Tazkiya 19.01, 2018), h. 40-54.
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Ketiga, jika kita melakukan analogi dengan zakat tambang, maka zakatnya
sebesar 20% tanpa adanya nishab, dan dikeluarkan pada saat mendapatkan

penghasilan dari tambang.>

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima
upah, dengan merujuk pada zakat pertanian yang tidak menggunakan konsep haul,
sehingga zakat profesi dihitung berdasarkan waktu menerima upah setelah
dikurangi kebutuhan pokok. Namun, terkait jumlahnya, dikaitkan dengan nilai
perak sehingga kadar zakatnya ditetapkan sebesar 2.5%. Pendapatan dari profesi ini
cenderung lebih dominan dalam bentuk uang seperti upah atau hadiah, sementara
emas dan perak memiliki nilai yang mendekati. Oleh karena itu, dengan mata uang
modern yang cenderung mengikuti fluktuasi harga emas, nisab zakat profesi diatur
dengan merujuk pada ketentuan zakat emas, dan sejalan dengan peraturan yang

menetapkan kewajiban zakat sebesar 2.5% untuk subjek zakat profesi.
b. Tata cara pengeluaran zakat

Menurut Al-Zuhri, seseorang diharuskan membayar zakat setelah
memperoleh penghasilan sebelum melakukan belanja pada bulan kewajiban zakat
atau dapat juga zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan lain pada bulan
zakat jika seseorang tidak berniat untuk menggunakan uang penghasilannya

tersebut untuk belanja.

Sedangkan menurut Makhul, jika seseorang memiliki kekayaan lain selain
penghasilan, maka boleh membayar zakatnya pada bulan zakat. Namun, bagi
seseorang yang tidak memiliki kekayaan lain, zakat bisa dikeluarkan pada saat

memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat. Pendapat ini memberikan

%3 Didin hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), h. 96-97.
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kemudahan bagi orang yang memiliki kekayaan tambahan dan memberikan beban

yang lebih berat bagi mereka yang hanya memiliki penghasilan tersebut.>

Menurut Yusuf Qardhawi, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa
penghasilan yang mencapai nisab wajib dikenai zakat, sebagaimana disampaikan
oleh Zuhri dan Auza'i. Pengeluaran zakat dapat dilakukan segera setelah menerima
penghasilan, terutama untuk mereka yang tidak memiliki kekayaan lain yang
mencapai nisab pada masa wajib zakat tertentu. Alternatifnya, zakat bisa ditunda
hingga batas setahun bersamaan dengan kekayaan lainnya, asalkan tidak ada
kekhawatiran penghabisan penghasilan tersebut. Namun, jika ada kekhawatiran
bahwa penghasilan itu akan habis, maka zakat harus dikeluarkan segera. Meskipun
penghasilan tersebut digunakan untuk pengeluaran, zakat tetap menjadi tanggung
jawab individu tersebut. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, pendapat Makhul
diambil, yaitu bahwa zakat harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mencapai

bulan wajib zakat.

Harta yang digunakan untuk nafkah diri dan tanggungan keluarga tidak
dikenai zakat, dan jika tidak memiliki harta lain, zakat harus dikeluarkan pada
waktu tertentu. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, zakat tidak wajib
dikeluarkan hingga mencapai nisab bersamaan dengan kekayaan lain yang
memenuhi syarat zakat pada saat itu, dan masa hitungnya dimulai sejak saat

tersebut.>
c. Profesi yang di Zakati

Bentuk penghasilan yang paling umum pada era saat ini adalah yang

diperoleh melalui pekerjaan dan profesi. Ada dua jenis pekerjaan yang

5% Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2004), h. 484-
485.
55 Yusuf Al Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 3, (Gema Insani, 1995)
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menghasilkan pendapatan:

1) Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak
lain, bergantung pada keahlian tangan atau otak. Pendapatan yang dihasilkan
melalui cara ini seringkali dikategorikan sebagai penghasilan profesional,
mencakup pendapatan dari profesi seperti dokter, insinyur, advokat, seniman,
penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.

2) Pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan,
atau individu, dengan mendapatkan imbalan berupa gaji, upah, atau
honorarium. Pendapatan dari jenis pekerjaan ini dapat berasal dari berbagai

keahlian, baik melalui penggunaan tangan, otak, atau kombinasi keduanya. ¢

Menurut mazhab Hanafi, nisab cukup terpenuhi pada awal dan akhir tahun,
tanpa harus ada pada pertengahan tahun. Prinsip ini harus diperhatikan dalam
menentukan kewajiban zakat terhadap hasil penghasilan dan profesi. Hal ini
bertujuan untuk memastikan dengan jelas siapa yang dianggap kaya dan siapa yang
dianggap miskin. Prinsip ini khususnya berlaku untuk pekerja profesional, di mana
penghasilan mereka cenderung tidak konsisten sepanjang tahun.>” Saat ini, yang

perlu dicari adalah penemuan hukum yang pasti mengenai pendapatan.

Ketika kita memperhatikan aspek-aspek penting, seperti klasifikasi zakat
untuk pendapatan, profesi, dan kekayaan non-dagang, hal ini menjadi penting untuk
menetapkan Kkriteria zakat yang sesuai. Dengan demikian, alur pengeluaran zakat

antara zakat profesi dan zakat penghasilan dapat ditetapkan secara jelas.

% Zakiah Daradjat, llmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 56.
S"Wahab Al-Juhairi, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1995), h. 45.
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d. Syarat-syarat umum diwajibkannya zakat

1) Islam, zakat pada umumnya menjadi kewajiban bagi orang-orang Islam dan
tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan hadis
Rasulullah saw kepada Muaz bin Jabal ra., yang menyatakan bahwa Muaz
tidak diajarkan untuk menyerukan penduduk Yaman untuk membayar zakat
sebelum mereka memeluk Islam.

2) Merdeka, zakat diwajibkan bagi mereka yang merdeka.

3) Mencapai nisab, harta harus mencapai nisab atau jumlah tertentu.

4) Tetap dalam nisab berarti bahwa nisab harta tersebut menjadi milik orang
yang berhak mengeluarkan zakat, atau dengan kata lain, dalam harta
tersebut tidak terdapat harta lain yang dimiliki.

5) Melewati satu tahun /haul.

Zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk
diberikan kepada kelompok-kelompok yang spesifik. Kelompok-kelompok ini
diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60:°

-

S 225 Gy B g 2388 el e ALl Sl A Edadal
Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu“allaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
bijaksa.>

%8 Abdul Rogib, Mengenal Mustahig, 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat,
https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/ (30 Januari 2023, 09.27)

%9 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al Qur’an, 2019), h. 269-270.
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C. Maslahat

1. Defenisi Maslahat

Kata maslahat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
sebagai sesuatu yang membawa kebaikan atau keselamatan.®® Adapun pengertian
maslahah dalam bahasa arab adalah al-faidah yang memiliki arti faidah,
kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.! Hal ini bisa diartikan bahwa segala
sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan bahaya
atau kerusakan. Dengan pengertian yang jelas, dapat dipahami bahwa maslahah
mursalah di sini adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan dasar hukum yang
didasarkan pada kemaslahatan bersama, meskipun tidak secara eksplisit diatur

dalam al-Qur'an atau Hadis mengenai validitas atau ketidakvaliditasnya.

Hukum Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat
manusia, yaitu untuk mencegah timbulnya kerusakan dan mencapai manfaat.
Namun, perlu diingat bahwa kemaslahatan atau manfaat manusia dipengaruhi oleh
konteks ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang dianggap bermanfaat pada saat

tersebut.

Kemaslahatan bersifat relatif dan mengharuskan terjadinya perubahan
ketika manusia, lingkungan, dan situasi menginginkan perubahan, sesuai dengan
prinsip. Mayoritas intelektual Islam berpendapat bahwa maslahah dapat digunakan
sebagai dasar hukum selama tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang
mengaturnya, atau tidak ada ijma’ (konsensus) ulama, giyas (analogi), dan

istihsan.%? Artinya, ketika suatu peristiva membutuhkan penyelesaian status

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakatra: Pusat
Bahasa, 2008), h. 993.

1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984),
h. 789.

®2Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. (Al-
’Adalah XII, 2014), h. 66.
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hukumnya, intelektual hukum Islam pertama-tama harus mencari dan
mengidentifikasi dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika hukumnya
ditemukan, maka harus diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut. Jika tidak
ditemukan, langkah berikutnya adalah mencari apakah ada konsensus ulama
mengenai hal tersebut. Apabila konsensus ulama tidak ditemukan, maka metode
giyas digunakan dengan menganalogikan peristiwa tersebut dengan yang sejenis.
Jika giyas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka diterapkan metode istihsan.
Terakhir, jika istihsan tidak memadai, maka digunakan pendekatan maslahah

mursalah.
2. Macam-macam Maslahat

Para ahli menyatakan bahwa maslahah dapat dibagi berdasarkan beberapa
perspektif atau tinjauan.%® Pertama, dalam perspektif prioritas para ahli

membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Mashlahah al-Dharuriyah, merupakan kemaslahatan yang terkait dengan
kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima
kemaslahatan ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga
keturunan, dan menjaga harta. Kelima kemaslahatan ini dikenal sebagai al-
Mashalih al-Khamsah.

b. Mashlahah al-Hajiyah, adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk
melengkapi kemaslahatan pokok sebelumnya, berupa kemudahan untuk
mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar manusia. Contohnya, dalam
bidang ibadah, memberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang
sedang bepergian, sementara dalam mu'amalah (urusan dunia) diizinkan

berburu dan mengonsumsi makanan yang baik.

83 Al-Syatibi, al-Muwafagat, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h. 8-12.
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Mashlahah al-Tahsiniyah, merupakan kemaslahatan pelengkap yang berupa
keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya,
dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang
baik, melaksanakan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan, dan berbagai cara

untuk membersihkan najis dari tubuh manusia.

Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. Hal ini dapat dibedakan

menjadi:

a. Maslahah al- ‘Ammah, adalah kemaslahatan umum yang berhubungan
dengan kepentingan banyak orang. Ini tidak berarti untuk semua orang,
melainkan bisa juga untuk kepentingan sebagian besar atau mayoritas
umat.

b. Maslahah al-Khashashah, merupakan kemaslahatan pribadi. Hal ini
sangat jarang terjadi, misalnya terkait dengan pemutusan hubungan

pernikahan seseorang yang dianggap telah hilang.

Ketiga, tinjauan dari  segi = kemungkinan  perubahan  atau

ketidakberubahannya, Mushtafa al-Syalabi®* membaginya menjadi dua kategori

yaitu:

a. Maslahah al-Tsubitsh, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan
tidak berubah sampai akhir zaman.

b. Maslahah al-Mutaghayyirah, merupakan kemaslahatan yang dapat
berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek
hukum. Kemaslahatan ini terkait dengan masalah muamalah dan adat

kebiasaan.

282.

64 Al-Syalabi, Ta'lil al-Ahkham, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), hal. 281-
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Keempat, tinjauan dari segi keberadaan maslahah® menurut syara’ dapat

dibagi menjadi:

a. Maslahah al-Mu tabarah, merujuk pada kemaslahatan yang didukung
oleh hukum syara’ Islam, baik berasal dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis.
Ini berarti terdapat dalil khusus yang mendukung bentuk dan jenis
kemaslahatan tersebut.

b. Maslahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak atau dibatalkan
oleh syara’” hukum Islam, karena bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dalam hukum Islam.

3. Dalil tentang Maslahat
a. Surah al-Bagarah: 2/ 185:
Sl 68 B Ng e oS By
Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.5®

Abdul Rahman al-Sa'di menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang
menjelaskan tentang kasih sayang Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya dengan
menurunkan syariat yang mengandung kemudahan dan maslahat yang sesuai

dengan kondisi zaman.®’

8 Al-Syatibi, al-Muwafagat, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973)
6 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 37

67 Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan
(Qassim-Buraidah: Dar Isdak al-Mujtama, 1995), h. 83.
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b. Dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Baihagi:
Ul Jle wglS G 1 JB g wde W o ) OF b ol e
B versst 80 ) S
Artinya:

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: seluruh
makhluk yang ada adalah hamba Allah, dan makhluk yang paling dicintai
oleh Allah adalah yang paling banyak kontribusinya kepada makhluk Allah
yang lainnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk
mewujudkan kemaslahatan hamba (masalih al-'ibad), baik di dunia maupun di
akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya yang menjadi maqgasid al-
Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun
secara rinci, didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu

mewujudkan kemaslahatan hamba.®®

Dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa al-Maslahah merupakan suatu
metode istinbat hukum yang sangat tepat untuk merespon, menyikapi, dan mejawab
permasalahan Islam kontemporer, sehingga umat Islam tetap eksis dalam mewarnai
perjalanan sejarah umat manusia dengan prestasi-prestasi besar di berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam hal zakat dan sejenisnya.

88 Al-Baihagi, Syu'ab al-Iman, Vol. 9 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-
Tauzi', 2003), h. 521.

89 Al-Syatibi, al-muwafagat fi Usul al-Syari’ah, Jilid 1l (Kairo: Dar Al-Hadis, 2006), h. 2-
3



BAB IlII
KEDUDUKAN ZAKAT PROFESI DALAM FIKIH ISLAM
A. Zakat Profesi dalam Fikih Islam

Zakat profesi, sebagai alat fiskal dalam konteks Islam, menunjukkan potensi
yang sangat besar. Jika dikelola dengan efisien, zakat profesi mampu menjadi
sumber dana yang signifikan, berfungsi sebagai pendorong utama untuk
memberdayakan ekonomi umat dan mencapai pemerataan pendapatan. Oleh karena
itu, kontribusi ini diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi

nasional secara menyeluruh.”

Pembayaran zakat profesi diimplementasikan sebagai manifestasi prinsip
keadilan dalam ajaran Islam terkait distribusi, karena pendapatan yang diterima
oleh pegawai, karyawan, dokter, dan profesi lainnya cenderung tinggi dan sesuai
dengan perkembangan ekonomi saat ini. Seiring berkembangnya kegiatan
penghasilan dari waktu ke waktu, pendapatan tersebut dapat melampaui kebutuhan
yang cukup. Aturan dalam ajaran Islam bukan hanya bersifat adil bagi seluruh umat
manusia, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia

sepanjang sejarah.”

Kekayaan dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada
manusia, dimaksudkan untuk digunakan untuk kebaikan. Amanah, dalam
perspektif seorang Muslim, diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh
Allah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep amanah ini mendorong

seorang Muslim untuk bersikap bijaksana dalam mengelola kekayaannya.

0 Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, Ekonomi Islam, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007),
h. 211.

1 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta, Gema Insani Press.
2002), h. 95-96.
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Tujuannya adalah agar kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim dapat menjadi

berkah bagi masyarakat di sekitarnya.’

Dengan mempertimbangkan bahwa nilai-nilai Islam menjadi faktor internal
yang signifikan dalam rumah tangga seorang Muslim, perlu dipahami bahwa
seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus didasarkan pada legalitas halal-
haram. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti produktivitas (kerja), hak
kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktivitas yang
terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menentukan bagaimana seorang
Muslim menjalankan proses distribusi pendapatannya. Dalam konteks ini, Islam
tidak dapat menerima distribusi pendapatan yang berasal dari sumber yang haram.
Instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga Muslim juga dipengaruhi oleh
aspek hukum, baik yang bersifat wajib maupun Sunnah. Berbeda dengan ajaran
ekonomi lainnya, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga
mengenali skala prioritas yang ketat. Terkait kewajiban zakat, Islam menetapkan
persyaratan khusus pada aset yang wajib dikenakan zakat dalam kepemilikan aset,
prioritas utama dalam distribusi (pengeluaran) adalah kebutuhan keluarga. Jika
masih ada surplus, pembayaran hutang menjadi prioritas berikutnya karena nabi
menyatakan bahwa menunda pembayaran hutang dianggap sebagai tindakan zalim.
Keistimewaan Islam tercermin dalam larangan meminta tingkat pengembalian
tertentu (return) dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Di sisi lain, Islam
melarang menunda pembayaran utang saat ada surplus karena menunda
pengembalian utang dianggap sama-sama zalim. Ini mencerminkan keindahan

ajaran Islam dalam mengatur distribusi pendapatan dengan prinsip keadilan dan

2 Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, Ekonomi Islam, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007),
h. 135.
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keseimbangan.”™

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Al-Quran

Landasan hukum zakat profesi bermula dari interpretasi teks Umar Bin

Khattab dalam Q.S al-Hasyr ayat 7:

o5 Sy Wiis B sl 3ty B A AT 5 it e 2T
e 18 g 3308 Jona oS g 28 oY) G ZJJJ d;; Al
DUl Qs D ) Bl 1,85 1,456

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk
Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di
antara orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat
keras hukumannya.’

Avyat ini menguraikan pembagian harta rampasan perang yang diperoleh
oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Hanya sebagian kecil dari harta tersebut
yang diperuntukkan bagi Rasulullah, keluarganya, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hal ini mencerminkan prinsip
keadilan dan distribusi yang ditanamkan dalam ajaran Islam. Menurut catatan
sejarah, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mempraktikkan prinsip-
prinsip ini dalam pemerintahan mereka. Umar bin Khattab, selama masa

pemerintahannya sebagai khalifah kedua, mengelola harta rampasan dengan penuh

8 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Cet. ke-1; Yogyakarta: Ekonisia, 1999), h. 98-
98.

4 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 806-807.



36

keadilan dan transparansi. Demikian pula, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal
sebagai khalifah yang adil, menetapkan zakat gaji untuk tentara, honorarium, dan
hadiah sebagai bentuk implementasi prinsip distribusi kekayaan yang telah

dijelaskan dalam ayat tersebut.”

Satu ayat yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah

Q.S al-Bagarah ayat 267:

st V5 2301 e 80 sl g 2eS 1 ol e LAST VAT Gl Wil
A 28 B SR a0 53 BT ) s 5 08 4 2

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kata ~Sk diatas dalam konteks ayat Al-Quran, merujuk pada apa yang
telah diperoleh atau didapatkan sebagai hasil usaha atau pekerjaan. Pengertian
umum dari hasil usahamu dapat mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk

pendapatan dari jasa atau profesi.”’

Prinsip zakat adalah memberi, dan memberikan kontribusi kepada
lingkungan sosial dianggap sebagai modal awal untuk membentuk sinergi dalam

upaya membangun kehidupan sosial yang kuat.

Ayat tersebut membahas secara umum mengenai harta yang wajib dizakati,

> Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2019) h. 59.

6 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Quran, 2019), h. 60.

" Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2019), h.59.
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secara garis besar meliputi:

a. Harta yang diperoleh dari usaha yang baik.
b. Harta yang diperoleh dari hasil bumi, Termasuk di dalamnya tanaman dan
segala yang tumbuh di atasnya, serta segala sumber daya alam yang terkandung di

dalamnya.

Dengan demikian, ketetapan zakat profesi tidak bertentangan dengan nash
al-Qur an. karena zakat profesi juga dapat dianggap sebagai bentuk zakat yang
harus dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan. Ini
sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur’an.

Ayat tersebut menjadi dasar kuat untuk menerapkan zakat profesi. Oleh
karena itu, pendapatan yang berasal dari jenis profesi dan usaha yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Prinsip
ini berlaku umum dan mencakup hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal,
yang dikenal pada setiap periode waktu. Dalam mengomentari ayat ini, Quraish

Shihab menjelaskan bahwa:

Ayat ini menjelaskan tentang nafkah yang diberikan dan sifatnya. Yang
pertama dicatat adalah bahwa nafkah yang diberikan seharusnya yang baik-baik.
Meskipun, tidak diwajibkan untuk memberikan semuanya, sebagian saja sudah
cukup. Beberapa di antaranya bersifat wajib, sementara yang lainnya bersifat
anjuran. Selanjutnya, dijelaskan bahwa yang dinafkahkan berasal dari usaha
manusia dan dari hasil alam. Berbagai hasil usaha manusia sangat beragam, bahkan
dapat muncul usaha-usaha baru yang sebelumnya belum dikenal, seperti usaha jasa
dengan segala keanekaragamannya. Semua hal tersebut termasuk dalam cakupan
ayat ini dan sebagiannya perlu dinafkahkan. Ayat juga menyebutkan bahwa yang

dinafkahkan juga berasal dari hasil alam, khususnya hasil pertanian. Jika
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memahami ayat ini sebagai perintah wajib, maka semua hasil usaha, apapun
bentuknya, diwajibkan untuk dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang
pegawai jika memenuhi syarat-syarat zakat. Hal yang sama berlaku untuk hasil
pertanian, termasuk yang sudah dikenal pada masa Nabi atau yang belum dikenal
pada saat ayat ini turun. Ini mencakup berbagai hasil pertanian seperti cengkeh,
lada, buah-buahan, dan lainnya, yang semuanya termasuk dalam makna "yang

Kami keluarkan dari perut bumi.’

Bagi mereka yang menentang zakat profesi, mereka berargumen bahwa
keumuman ayat tersebut telah dibatasi oleh praktik zakat pada zaman Rasulullah
saw. Pada masa itu, zakat hanya dikenakan pada lima jenis harta, yaitu binatang
ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, dan barang tambang atau rikaz
(harta temuan).” Kontroversi mengenai zakat profesi timbul karena tidak adanya
teks yang spesifik (nash) dalam sumber-sumber utama Islam dan perbedaan
pendapat di kalangan ulama klasik. Sebagai akibatnya, terdapat perpecahan antara
kelompok yang mendukung dan yang menolak zakat profesi, masing-masing

memiliki argumen dan pandangan tersendiri.
2. Sunnah

Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, memiliki
peran penting dalam menjelaskan isi kandungan al-Quran. Meskipun penelusuran
penulis tidak menemukan hadis shahih yang secara khusus membahas zakat profesi,
baik yang membolehkan maupun melarangnya, namun hal tersebut tidak
menghambat kemungkinan untuk melakukan ljtihad terhadap permasalahan ini.

Oleh karena itu, zakat profesi, yang tidak memiliki pembahasan spesifik dalam nash

8 Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishah, Vol- 1, Cet Ke-10, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hal.
699-700

 Abd Al-Rahman Al-Jaziri, al-Figh “Ala Madzahib al-Arba‘ah, Juz Il (Kairo: Al-
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969) hal. 422
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al-Qur'an atau Sunnah, dapat ditetapkan berdasarkan ljtihad, termasuk melalui

giyas, dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang diakui dalam hukum Islam.
3. ljtihad Sahabat

Sejumlah Ulama telah berupaya melakukan ljtihad untuk mengakui zakat
profesi sebagai salah satu sumber zakat dalam Islam. Salah satu usaha yang
dilakukan adalah dengan menelusuri ljtihad sahabat, baik dalam bentuk Ijma
shahabi (kesepakatan umum sahabat) maupun Qaul Shahabi (pendapat pribadi),
terkait dengan kemungkinan penerapan zakat profesi pada masa itu. Yusuf
Qardhawy melakukan analisis terhadap kebijakan Muawwiyah dalam
mengumpulkan zakat dari penghasilan para pegawainya (ummal). Pada masa
pemerintahan Muawwiyah, masih terdapat sejumlah sahabat Rasulullah saw.
Menurut Yusuf Qardhawy, pelaksanaan kebijakan ini pada masa tersebut
menunjukkan adanya Ijma Shahabi terkait dengan zakat profesi, setidaknya dalam
bentuk kesepakatan diam (sukuti), karena tidak ada keberatan yang diungkapkan
oleh para sahabat. Jika kebijakan Mu awwiyah mendapatkan persetujuan, dapat
diasumsikan bahwa para sahabat tidak akan mempertanyakan atau mengungkapkan

keberatan.8°

4. Qiyas

Qiyas merupakan alat istinbat hukum yang sangat berpengaruh dalam
menetapkan ketetapan hukum zakat profesi dan sering kali menjadi sumber
kontroversi. Dalam konteks figih zakat secara umum, giyas memiliki peran yang
signifikan. Sebagai contoh, meskipun al-Qur'an dan Hadis menyebutkan bahwa

harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, para ulama sepakat bahwa zakat

8 Yusuf al-Qardhawy, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat
Berdasarkan Al-Qur an dan Hadis (Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996), Cet. Ke-4 dalam
Islamic Network bagian 1, Hal. 13



40

uang termasuk dalam kategori zakat emas, karena dianggap sejenis atau senilai.
Qiyas juga diterapkan pada kertas berharga yang dianggap setara dengan uang,
sehingga dalam figih disebut sebagai zakat nuqud (uang) atau nagdain (dua mata

uang dirham dan dinar).

Qiyas sendiri merupakan bentuk ijtihad pemikiran analitis yang didasarkan
pada dalil nash untuk menentukan illat (penyebab) suatu hukum, yang menjadi inti
dari suatu hukum yang dikehendaki oleh syariat (ruh al-nash). Fungsi giyas adalah
untuk mengukuhkan ketetapan atau hukum yang bersifat implisit dalam nash,
namun tidak dinyatakan secara eksplisit karena berkaitan dengan peristiwa yang
belum terjadi pada saat nash itu turun. Oleh karena itu, giyas dianggap sebagai
upaya untuk menjelaskan dan mengkonkretkan hukum yang sudah ada, bukan
untuk menciptakan hukum yang benar-benar baru. Lebih lanjut, ulama sepakat
bahwa logika syara' (hukum Islam) sejalan dengan logika akal, asalkan dilakukan
dengan metode qgiyas yang benar. Menurut Imam al-Ghazali, dalil giyas mengenai
hukum peristiwa baru yang tidak dijelaskan dalam nash termasuk dalam dalil akal
yang bersifat lazim (dilalah ‘agliyyah iltizamiyyah), yang terhubung dengan logika

nash melalui penggunaan 'illat (penyebab).®!

5. Pandangan Fugaha

a. Pandangan Imam Mazhab

Para imam mazhab tidak sependapat tentang zakat penghasilan,

sebagaimana berikut ini:

81 Fathi al-Duraini, Al-Manahij al-Ushuliyyah, (Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975),
hal. 603-604
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1) Imam Syafi’i

Mengatakan bahwa harta yang berasal dari penghasilan tidak diwajibkan
zakat, meskipun jumlahnya sudah mencapai nisab. Namun, ada pengecualian untuk
anak-anak binatang piaraan, di mana zakat untuk anak-anak binatang tersebut tidak
dihitung bersamaan dengan zakat untuk induknya yang sudah mencapai nisab. Jika
anak-anak binatang tersebut belum mencapai nisab, maka zakat tidak diwajibkan

untuk mereka.®?

Dalam kitab - al-Umm, al-Syafi’i mengatakan apabila sescorang
menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun
dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah
mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun
pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan
memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun
pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan

memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.%?
2) Imam Malik

Berpendapat bahwa harta yang berasal dari penghasilan tidak diwajibkan
zakatnya kecuali sudah mencapai waktu setahun penuh, baik harta tersebut sejenis
dengan harta yang dimiliki atau tidak, kecuali untuk jenis binatang piaraan.
Alasannya adalah, seseorang yang memperoleh penghasilan berupa binatang
piaraan yang bukan anaknya dan memiliki binatang piaraan sejenis yang sudah
mencapai nisab, diharuskan untuk mengeluarkan zakat dari seluruh binatang

tersebut setelah genap satu tahun. Jika jumlahnya kurang dari satu nisab, maka tidak

8 |bnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), him. 196.
8 Muhammad Idris Al-Syafi“i, Al-Umm, Juz I, TK: Dar al-Fikr, tt.), him. 66.
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diwajibkan membayar zakat.®* Secara umum, terdapat kasus di mana seseorang
memiliki 5 dinar hasil dari suatu transaksi atau sumber lainnya, dan kemudian
menginvestasikannya dalam perdagangan. Ketika jumlahnya meningkat dan
mencapai jumlah yang harus dikeluarkan zakat, serta telah berlalu satu tahun sejak
transaksi pertama, Imam Malik menyatakan bahwa orang tersebut harus membayar
zakat, meskipun jumlah yang dihitung untuk zakat itu tercapai satu hari sebelum
atau setelah satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa zakat harus dibayar setelah
satu tahun telah berlalu sejak transaksi awal, dan tidak ada zakat yang harus dibayar

dari hari di mana zakat diambil (oleh pemerintah) hingga satu tahun berlalu.®

Imam Malik mengemukakan pandangan terkait kasus serupa di mana
seseorang memiliki 10 dinar yang diinvestasikan dalam perdagangan, mencapai
jumlah 20 dinar sebelum satu tahun berlalu. Menurut Imam Malik, individu tersebut
harus segera membayar zakat begitu jumlah dinar mencapai batas yang harus
dizakatkan, tanpa menunggu satu tahun penuh sejak transaksi awal. Hal ini karena
satu tahun sudah berlalu sejak jumlah dinar yang awal (modal) tercapai, dan
sekarang totalnya telah mencapai 20 dinar. Setelah pembayaran zakat, tidak ada
zakat yang harus dibayar dari hari pembayaran zakat tersebut hingga satu tahun

penuh telah berlalu lagi.®®
3) Imam Abu Hanifah

Berpendapat bahwa zakat pada harta penghasilan harus dikeluarkan jika
telah mencapai masa setahun penuh kepemilikan oleh pemiliknya. Namun, ada

pengecualian jika pemiliknya memiliki harta sejenis yang juga wajib dizakati,

8 |bnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), him. 196.

8 Al-Zargany, Syarh al-Zargany ala Muwatta al-Imam Maliki, juz 11, (Tk: Dar al-Fikr,tt.,)
him. 98

8 Al-Zargany, Syarh al-Zargany ala Muwatta al-Imam Maliki, juz 11, (Tk: Dar al-Fikr,tt.,)
him. 99
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dalam hal ini zakat untuk harta penghasilan harus dikeluarkan pada awal tahun
zakat bersamaan dengan syarat telah mencapai nisab. Oleh karena itu, apabila
seseorang memperoleh penghasilan, baik itu dalam jumlah kecil atau besar,
meskipun hanya satu jam sebelum waktu setahun berlalu dari kepemilikan harta
sejenis yang tiba, ia tetap wajib membayar zakat pada penghasilannya bersamaan
dengan zakat pada harta pokok sejenis tersebut, baik itu emas, perak, binatang

piaraan, atau jenis harta lainnya.®’

Pandangan ketiga imam mazhab terkait harta penghasilan berbeda. Imam
Syafi'i tidak memandang wajib zakat pada harta penghasilan, meskipun sudah
mencapai nisab dan telah satu tahun dimiliki. Imam Malik juga tidak mengwajibkan
zakat pada harta penghasilan setelah mencapai satu tahun, dengan syarat sudah
mencapai nisab. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mensyaratkan kepemilikan harta
penghasilan selama setahun penuh, kecuali jika harta tersebut sudah mencapai
nisab, maka zakat harus dikeluarkan bahkan sebelum setahun, yaitu pada awal
tahun.

Dalam literatur, tidak terdapat pendapat Imam Hanbali mengenai zakat
profesi. Perbedaan pendapat di antara ketiga imam mazhab terkait batas zakat harta
penghasilan ini mendapatkan kritik tajam dari Ibnu Hazm. Menurutnya, pendapat-
pendapat tersebut saling bertentangan dan tidak memiliki landasan yang jelas. lbnu
Hazm menilai bahwa bukti-bukti yang mendukung pendapat-pendapat tersebut
tidak memadai, termasuk dari al-Quran, Hadis shahih, riwayat yang bercacat, ijma’,
giyas, dan pemikiran yang dapat diterima. lbnu Hazm sangat kritis terhadap
perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab terkait batas zakat harta
peninggalan. Baginya, semua pendapat tersebut tidak memiliki landasan yang kuat

dan bersifat dugaan belaka. Ibnu Hazm menilai bahwa khilafiyah di antara

8 Ibnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), him. 196.
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pendapat-pendapat itu menunjukkan ketidakjelasan dan bertentangan satu sama
lain. Menurutnya, tidak ada landasan yang dapat ditemukan dari Al-Quran atau
Hadis shahih, riwayat yang bercacat, ijma’, giyas, atau pemikiran dan pendapat yang
dapat diterima dalam mendukung salah satu dari pendapat tersebut. Kritik tajam
Ibnu Hazm mencerminkan keraguan terhadap keabsahan dan ketegasan landasan
hukum yang digunakan oleh ketiga imam mazhab dalam menentukan batas zakat
harta peninggalan.®

Melihat pandangan yang telah disampaikan oleh ketiga Imam Mazhab,
tampaknya belum merinci penghasilan yang berasal dari jasa seperti dokter,
insinyur, advokat, dan profesi lainnya. Yusuf al-Qardhawy mengajukan pertanyaan
apakah ketentuan setahun penuh untuk zakat "harta peninggalan” juga berlaku
untuk penghasilan yang bukan karena faktor pertumbuhan, tetapi berasal dari
sebab-sebab yang bersifat bebas, seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal,
pemberian, dan sejenisnya.®® Dikarenakan belum adanya keterangan mengenai
harta penghasilan dari jasa seperti pendapatan pegawai, karyawan, dan ahli profesi
dalam pandangan imam-imam mazhab, generasi ulama yang datang kemudian,
yang tidak berani melakukan ijtihad, menyimpulkan bahwa zakat profesi tidak
wajib karena tidak dijelaskan oleh imam-imam mereka. Namun, ulama-ulama
kontemporer, setelah melakukan diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang zakat
profesi, pada akhirnya menyatakan bahwa zakat profesi memang wajib. Mereka
memiliki perbedaan pandangan terkait besarnya zakat profesi, terutama dalam hal
perbandingan dengan zakat pada jenis harta lainnya. Selain itu, perbedaan juga
muncul terkait kapan sebaiknya zakat profesi dikeluarkan, apakah harus menunggu
satu tahun penuh atau tidak. Oleh karena perbedaan persepsi di antara dua

kelompok ulama mengenai zakat profesi, maka belum terjadi kesepakatan mutlak

8 |bnu Hazm, al-Muhalla, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), h. 196.
8 Yusuf al-Qardhawy, Figh al-Zakat I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 491
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mengenai masalah ini, karena zakat profesi merupakan isu ijtihadiyah yang

cenderung menimbulkan perbedaan pendapat.

b. Pendapat Ulama-Ulama Mutaakhkhir
1) Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf

Dalam suatu seminar mengenai zakat yang diadakan di Damaskus pada
tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu
Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan pendapat mereka. Kesimpulan yang
dihasilkan adalah bahwa zakat dapat diambil dari hasil pencarian dan profesi jika
telah mencapai satu tahun dan memenuhi nisab. Dengan merujuk pada pandangan
Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad yang menyatakan bahwa nisab tidak
perlu tercapai sepanjang tahun, namun cukup tercapai sepenuhnya antara dua ujung
tahun tanpa kurang di tengah-tengah, dapat disimpulkan bahwa penafsiran ini
memungkinkan kewajiban pembayaran zakat atas hasil pencarian setiap tahun. Hal
ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil tersebut tetap nilainya sepanjang tahun,
bahkan pada umumnya mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Dengan dasar ini,
hasil pencarian dapat ditetapkan sebagai sumber zakat karena terdapat illat
(penyebab) yang dianggap sah oleh ulama figih dan adanya nisab sebagai dasar
wajibnya zakat.”® Menurut pandangan mereka, istilah "hasil pencarian” dan
"profesi,"” serta pendapatan dari gaji atau sumber lainnya, tidak memiliki kesamaan
dalam figih kecuali apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad mengenai sewa
rumah. Namun, sebenarnya ada kesamaan yang perlu disorot di sini, yaitu bahwa
kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan penghasilan, yaitu
kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan

syariat agama. Dengan demikian, pandangan figih terhadap bentuk penghasilan

% Yusuf al-Qardhawy, Figh al-Zakat I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 491
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adalah bahwa ini adalah "harta peninggalan.” Islam tidak mengharuskan zakat atas
petani yang memiliki 5 faddan (1 faddan = 1/2 ha), sedangkan pemilik usaha yang
memiliki penghasilan 50 faddan tidak diwajibkan zakat, begitu juga seorang dokter
yang penghasilannya sehari setara dengan penghasilan seorang petani dalam
setahun dari tanahnya, yang diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai

nisab.%

Jenis-jenis pendapatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama
yang terkait dengan profesi, umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh
seorang petani, bahkan kadang-kadang bisa mencapai berlipat 5-10 kali lipat. Oleh
karena itu, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan profesi
tersebut. Dengan demikian, pengukuran zakat atas semua hasil profesi seharusnya
diatur, dan selama penyebab atau illat dari situasi tersebut memungkinkan
penggunaan hukum giyas, maka tidak tepat untuk menolak menerapkan giyas dan

mengabaikan hasilnya.
2) Pandangan Yusuf Al-Qardhawy

Yusuf al-Qardhawy menyajikan pandangannya secara terpisah dan tidak
dimasukkan dalam sub bab pandangan fugaha. Hal ini disebabkan oleh gaya
tersendiri yang digunakan oleh beliau dalam membahas zakat hasil pencarian dan

profesi. Dalam pembahasan yang luas, beliau menggunakan metode-metode:

Pertama, mugaranah (Perbandingan): Membandingkan pendapat-pendapat
yang masyhur dari berbagai kalangan, termasuk sahabat, tabi'in, ulama-ulama

mazhab, dan ulama-ulama masa Kini.

Kedua, pengujian dan seleksi: Meneliti nash-nash yang terkait dengan status

%1 Yusuf al-Qardhawy, Figh al-Zakat I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 511
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zakat dalam berbagai jenis kekayaan.

Ketiga, Berpegang pada prinsip umum dalil: Mengutamakan prinsip bahwa
dalil berlaku umum selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dalil

tersebut bersifat khusus.

Keempat, Memperhatikan hikmah dan tujuan syari’at: Memperhatikan
hikmah dan tujuan di balik kewajiban zakat, serta mempertimbangkan keadaan

umat Islam pada masa sekarang.

Pasca analisis terhadap berbagai pendapat tentang zakat profesi dengan
mempertimbangkan alasan masing-masing, pemeriksaan nash-nash yang berkaitan
dengan status zakat dalam berbagai jenis kekayaan, dan refleksi terhadap tujuan dan
hikmah di balik kewajiban zakat, Yusuf al-Qardhawy menyimpulkan bahwa harta
hasil usaha, termasuk gaji pegawai, upah karyawan, dan pendapatan dari berbagai
profesi seperti dokter, insiyur, advokat, serta pendapatan dari investasi modal di
sektor di luar perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan,
tempat-tempat hiburan, dan lain-lain, tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan
sebelum wajib dikeluarkan zakat. Sebaliknya, zakat harus diserahkan pada saat
pendapatan tersebut diterima. Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak
menunggu satu tahun, Yusuf al-Qardhawy memberikan beberapa alasan yang

antara lain:

a) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadits persyaratan satu tahun
(haul) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang
mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum
syara’ yang berlaku umum bagi umat

b) Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara sahabat dan tabi'in mengenai

masalah haul, namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa salah



c)

d)

C.
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satu pihak lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, penyelesaian
masalah ini dapat dirujuk kepada nash-nash lain dan kaidah-kaidah yang
lebih umum, sebagaimana firman Allah: "Apabila kamu berselisih pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul
(Hadis). QS. An-Nisa ayat 59.

Para ulama yang tidak mengenakan persyaratan satu tahun sebagai syarat
untuk wajib zakat harta penghasilan lebih mendekati nash yang berlaku
umum dibandingkan dengan mereka yang menetapkannya, karena nash-
nash yang mewajibkan zakat, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun
hadis, disampaikan secara umum dan tegas tanpa mencantumkan
persyaratan setahun di dalamnya.

Pendapat mereka yang tidak menganggap satu tahun sebagai syarat wajib
zakat harta penghasilan didukung oleh nash yang bersifat umum dan
mutlak. Qiyas yang benar juga mendukung pandangan ini, dengan
mengqgiyaskan kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima
oleh seorang Muslim dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-

buahan yang diwajibkan pada waktu panen.®?

Khilafiyah Zakat Profesi

Dalam garis besar, terdapat dua pandangan utama mengenai zakat profesi,

yaitu yang menerima dan menolak. Kontroversi muncul karena tidak ada dalil nash
yang secara tegas menyebutkan mengenai zakat profesi. Sementara itu, ada nash
yang secara harfiah menunjukkan keumuman zakat, termasuk "hasil usahamu yang

baik-baik".

92 Yusuf al-Qardhawy, Figh al-Zakat I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 505-507
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Zakat profesi bukanlah isu baru dalam dunia Islam, karena sebenarnya
praktik zakat profesi telah ada sejak awal masa Islam. Namun, penerapannya
sebatas pada ijtihad, yang tidak secara tegas dibahas dalam al-Qur'an dan hadis,
serta tidak banyak diulas dalam sejarah atau kitab-kitab fikih yang memberikan
landasan hukumnya secara pasti. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama

kontemporer mengenai kewajiban zakat profesi secara khusus.

Pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bersamaan dengan tanggal 30 April
1984 M, diadakan muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait. Dalam
hasil fatwa yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, para ulama menyatakan bahwa
salah satu kegiatan yang memberikan kekuatan bagi manusia saat ini adalah
kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat. Ini mencakup
pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, seperti dokter dan arsitek, serta pekerjaan

yang dilakukan secara kolektif, seperti para karyawan dan pegawai.*

Dalam pandangan Muhammadiyah, melalui Musyawarah Nasional Tarjih
ke-25 tahun 2000 di Jakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah menyatakan bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi menurut
Majelis Tarjih dianggap sebagai kewajiban. Meskipun kewajiban memberikan
zakat atas penghasilan tidak langsung dilaksanakan, tetapi harus menunggu
tercapainya masa haul dan nisab. Keputusan ini didasarkan pada munculnya para
pekerja profesional yang mampu menghasilkan pendapatan besar dalam waktu

yang relatif singkat.®*

Pendapat mengenai hukum zakat profesi di kalangan para ulama memiliki

9 Fakhrudin, Figih dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press,
2008), h. 134.

% Muhammadiyah.or.id, Penjelasan Muhammadiyah terkait Zakat Penghasilan atau Zakat
Profesi. (Jakarta: 2020) https://muhammadiyah.or.id/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-
berikut-penjelasan-muhammadiyah/.
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perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak memiliki
dukungan dari dalil yang jelas, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Sunnah.
Bahkan, mereka menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah
mengimplementasikan zakat profesi selama hidupnya, sementara sekarang telah

muncul berbagai jenis profesi dan spesialisasi.

Jika pada saat ini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi
tidak diwajibkan, pendapat tersebut dapat diterima. Hal ini karena memang tidak
terdapat dalil nagli yang secara khusus membahasnya dalam al-Qur'an maupun
hadis. Bahkan, Rasulullah saw pun tidak memberikan ajaran mengenai zakat
profesi. Di antara ulama yang memandang wajibnya zakat profesi, termasuk di
dalamnya Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu tokoh yang mendukung kewajiban

zakat profesi.

Terdapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah
bid'ah karena dianggap tidak memiliki praktek pada masa Rasulullah saw.
Meskipun demikian, pandangan ini tidak dapat diterapkan secara mutlak, sebab
tidak semua hal yang tidak ada pada masa Rasulullah bisa dianggap sebagai bid'ah.
Sebaliknya, ada ulama yang menganggap zakat profesi sebagai kewajiban dengan
merujuk pada dalil langsung dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, zakat profesi

diidentifikasi dengan istilah al-kasab.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa aturan setahun berlaku untuk semua jenis
harta, termasuk penghasilan uang, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan.
Pandangan ini berbeda dengan Daud Zahiri, yang memandang bahwa seluruh

pendapatan wajib dikenakan zakat tanpa memperhatikan persyaratan setahun.%

% Yusuf Qardhawi, Figih Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Cet.6; Jakarta:
Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 474.
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Pendapat Muhammad Ghazali, seorang ulama kontemporer, dalam bukunya
Islam wa al-Audza’ al-1qgtishadiya, menyatakan bahwa dasar penetapan kewajiban
zakat dalam Islam adalah modal yang dapat bertambah, berkurang, atau tetap
selama setahun, seperti pada zakat uang dan perdagangan yang besarnya
seperempat puluh. Atau, dasar penetapan kewajiban zakat dapat bergantung pada
ukuran penghasilan tanpa memperhatikan modal, seperti pada zakat pertanian dan
buah-buahan yang besarnya sepersepuluh atau seperduapuluh. Ghazali menegaskan
perlunya ukuran kewajiban zakat untuk semua profesi dan pekerjaan. Jika sebab
atau alasan dari dua hal tersebut memungkinkan dilakukan giyas, maka tidak tepat

untuk tidak menerapkan giyas tersebut dan menolak hasilnya.?

% Yusuf Qardhawi, Figih Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Cet.6; Jakarta:
Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 480.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI DALAM
TINJAUAN MASLAHAT

Beberapa ahli fikih telah menyajikan berbagai pembagian maslahah, dilihat
dari berbagai perspektif. Namun, dalam konteks pembahasan ini, fokusnya adalah

pada konsep maslahah yang, menurut syariah, terdiri dari tiga bagian.®’
a. Maslahah al-Mutabarah

Merupakan kemaslahatan yang diberlakukan sesuai dengan ajaran syariah,
dimana terdapat dalil khusus yang menjadi landasan untuk jenis dan bentuk
kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, hukuman bagi individu yang mengonsumsi
minuman Kkeras, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah saw. Dalam konteks
ini, ulama fikih menginterpretasikan hukuman tersebut secara berbeda, yang
disebabkan oleh perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah saw.
ketika memberlakukan hukuman kepada mereka yang terbukti mengonsumsi

minuman keras.
b. Maslahah al-Mulghah

Merupakan kemaslahatan yang tidak disetujui oleh syariah, karena
melanggar ketentuan-ketentuan syarak. Sebagai contoh, syariah menetapkan
hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan seksual pada siang hari selama
bulan Ramadan, yang dapat berupa pembebasan seorang budak, berpuasa selama

dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 fakir miskin.

Al-Laits bin Sa'ad menetapkan bahwa seseorang, khususnya penguasa

Spanyol, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari

7 Nasrun Haroen, Ushul Figh | (Jakarta: Logos Wacanailmu. 1996) h.119
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Ramadan harus menjalani hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut. Namun,
pendekatan ini dianggap bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena hukuman-
hukuman tersebut seharusnya diterapkan secara berurutan. Menurut ajaran syariah,
jika seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru kemudian dikenakan

hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut.
c. Maslahah al-mursalah

Merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dukungan langsung dari
syariah dan juga tidak dibatalkan atau ditolak oleh syariah melalui dalil yang rinci.
Namun, kemaslahatan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah makna nash (ayat

atau hadits).

Kaitan zakat profesi dengan maslahah al-mursalah terlihat saat dianalisis
lebih mendalam secara substansial atau makna. Posisi zakat profesi dalam hukum
Islam memberikan gambaran yang jelas melalui metode penarikan hukum seperti
giyas (analogi), ijma (konsensus), atau maslahah al-mursalah (kemaslahatan
umum). Menurut metode tersebut, zakat profesi dikategorikan sebagai zakat mal
dengan perbandingan yang dibuat dengan zakat pertanian dan zakat perak. Ketika
membahas manfaat zakat profesi dalam menentukan kemaslahatan hukum,
penekanan ditempatkan pada keselarasan dengan konsep maslahah al-mursalah,
mengingat ketidakjelasan dasar hukumnya. Meskipun tidak memiliki dasar yang
jelas, manfaat zakat profesi sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, membantu
meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang termasuk dalam delapan
asnaf penerima zakat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan hukum zakat
profesi secara terpisah dari zakat mal, mengingat peran yang signifikan yang

dimainkannya dalam konteks sosial.

Maslahah al-Mursalah muncul dalam konteks masalah-masalah muamalah
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yang tidak memiliki ketegasan hukum dan tidak dapat dianalogikan dengan dasar
hukum yang konkret dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh, peraturan lalu
lintas dengan semua rambu-rambunya termasuk dalam kategori ini. Peraturan
semacam itu tidak memiliki dasar hukum khusus yang mengaturnya, baik dalam al-
Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Meskipun demikian, peraturan-peraturan
tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat, yakni dalam hal ini adalah untuk

memelihara jiwa dan harta.®®
1. Penerapan Kaidah Maslahah dalam Zakat Profesi

Zakat profesi telah ditetapkan sebagai hal yang disyariaatkan bagi seluruh
umat Islam. Pemandangan ini dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan yang

terkait dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat:

a. Memelihara agama, tentulah baik muzakki (pemberi zakat) maupun amil
(penyalur zakat) selalu berkomitmen untuk memelihara agama dengan
menyalurkan zakat. Disyariatkannya zakat profesi sebagai ritual tahunan
umat Islam diterapkan secara konsisten, dan para pengelola zakat bertugas
memastikan kelancaran pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat dengan
mudah mematuhi syariat.

b. Memelihara jiwa, zakat profesi dianggap sebagai sarana penyucian terhadap
harta yang diperoleh dari penghasilan yang dikeluarkan untuk hak orang
lain di dalamnya. Hal ini bertujuan menjaga jiwa agar tidak terjebak dalam
kelalaian terhadap dunia. Selain itu, zakat profesi juga berfungsi untuk
mengingatkan seseorang agar senantiasa menyadari bahwa kekayaan yang

dimiliki merupakan amanah, dan di dalamnya terdapat hak orang lain. Peran

% Satria Efendi, .Ushul Figh (Jakarta: Kencana. 2005) h.150
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amil (penyalur zakat) menjadi sangat penting dalam menyosialisasikan
prinsip ini kepada masyarakat.

Memelihara akal, harta yang dimiliki dianggap sebagai amanah dan terdapat
hak orang lain di dalamnya. Zakat profesi, melalui perantara amil, berfungsi
sebagai pengingat bagi muzakki (pemberi zakat) untuk menunaikan
kewajiban zakat dan menyadarkan bahwa dunia ini hanyalah titipan. Hal ini
bertujuan untuk menjaga akal agar tidak terperangkap dalam hawa nafsu
dunia, sehingga seseorang tidak hanya terfokus pada kekayaan dan urusan
duniawi semata.

Menjaga keturunan, dengan memberikan zakat berarti turut membantu
individu lain yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi
pada peningkatan kesejahteraan keturunannya. Sebaliknya, jika seseorang
berada dalam posisi penerima zakat, hal tersebut juga dapat memberikan
bantuan yang signifikan. Peran amil yang profesional sangat penting dalam
memastikan bahwa zakat yang diberikan sampai Kkepada Yyang
membutuhkan dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka.

Memelihara harta, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta adalah
amanah dengan hak orang lain di dalamnya, sesuai dengan kadar yang telah
ditetapkan. Hal ini berfungsi sebagai langkah untuk menjaga agar harta
tidak habis, sejalan dengan janji Allah yang menyatakan bahwa barang siapa
memberi bantuan, ia akan mendapatkan pertolongan. Dalam konteks
maslahah (kemaslahatan), zakat profesi tidak menjadi permasalahan bagi
muzakki maupun pengelola zakat profesi, meskipun sebelumnya tidak ada
dalil yang mengaturnya secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Keberadaan zakat profesi dalam hal ini tidak memberikan beban, melainkan
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memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi muzakki dan penerima
zakat yang sangat membutuhkan untuk meningkatkan tingkat
kesejahteraannya.®®

f.  Menanamkan nilai-nilai kebaikan, semangat berkorban, belas kasihan, dan
kecenderungan memberi dalam jiwa seorang Muslim. Dengan
membebaskan penghasilan yang berkembang saat ini dari zakat wajib, yang
harus ditunaikan setiap tahun, dapat menciptakan kondisi di mana orang-
orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa memberikan
bagian rezeki dari Tuhan dan tanpa merasa belas kasihan kepada mereka
yang tidak diberi nikmat kekayaan dan kesempatan berusaha. Alasan ini
khususnya berlaku untuk orang-orang yang suka hidup mewah dan berusaha
menghindari tanggung jawab membayar zakat. Bagi mereka yang hidup
sederhana dan takut pada ancaman Allah, mungkin sikapnya tidak akan

seberat ini.

Berdasarkan prinsip maslahah, pemerataan dalam Islam diwujudkan
melalui konsep keadilan. Keadilan ini mencakup kesetaraan antara individu, baik
dalam posisi sosial maupun kondisi finansial, sehingga mereka mampu saling
mendukung, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Implementasi
pembayaran zakat profesi menjadi salah satu upaya menciptakan keadilan dalam
distribusi, terutama mengingat tingginya pendapatan yang diperoleh oleh pegawai,
karyawan, dokter, dan profesi lainnya sesuai dengan perkembangan ekonomi saat
ini.

Pertumbuhan pendapatan yang terus berkembang seiring waktu seringkali

menghasilkan kelebihan pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.

% Abdul Hadi & Peristiwo H, Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi
Pada Era Revolusi Industri 4.0. (Al-Ahkam, 2019) 15(2) 59.



57

Aturan ajaran Islam dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada prinsip keadilan bagi
seluruh umat manusia, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan
hidup manusia sepanjang zaman. Dengan membayar zakat profesi, individu dapat
berpartisipasi dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan, serta memenuhi

kebutuhan sosial yang mendukung keadilan dalam masyarakat.%

Prinsip maslahah menekankan pada penggunaan pertimbangan kepentingan
umum sebagai landasan teori dalam proses pembentukan hukum, terutama dalam
konteks zakat profesi. Zakat profesi, yang memiliki cakupan yang sangat luas,
memiliki potensi dan fungsi yang efektif untuk mengatasi permasalahan
kemiskinan. Ajaran Islam yang diuraikan dalam figih mengidentifikasi tiga faktor
yang menentukan status kemiskinan seseorang. Pertama, kepemilikan harta yang
diperoleh secara sah dan berada di tempat yang sesuai dengan prinsip syariah.
Kedua, mata pencaharian tetap yang sesuai dengan hukum. Ketiga, kekurangan
dalam memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator tersebut, individu
dianggap miskin jika mereka memiliki harta atau pekerjaan tetap, namun
pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Zakat
profesi dianggap sebagai instrumen yang memiliki potensi dan kegunaan yang
signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, sejalan dengan nilai-nilai

ajaran Islam dan prinsip maslahah yang menitikberatkan pada kepentingan umum.
2. Hikmah Zakat Profsi dalam Tinjauan Maslahat

Disyariatkannya zakat profesi dalam kerangka maslahat, sebagaimana yang
tercakup dalam ajaran Islam, menunjukkan betapa urgennya peran zakat profesi
dalam tata kehidupan umat Muslim. Zakat profesi merupakan bukti dari

keseluruhan integralitas hukum Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam membawa

100 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema
Insani, 2002), hal. 95-86
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konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang komprehensif, tidak hanya

memperhatikan aspek individu, tetapi juga memiliki misi sosial yang mendalam.

Secara umum, hikmah dari kewajiban zakat profesi adalah sebagai bentuk
asuransi sosial. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi kondisi hidup manusia yang dapat
berubah dari memiliki kekayaan menjadi membutuhkan bantuan zakat. Dengan
membayar zakat profesi, umat Muslim dapat memberikan kontribusi pada sistem
keadilan sosial, di mana orang-orang yang pada suatu waktu hidup berkecukupan,
namun pada waktu lain dapat menjadi penerima zakat sesuai dengan keadaan
ekonomi dan sosial mereka. Ini mencerminkan kebijakan Islam dalam merawat
aspek kesejahteraan sosial dan memastikan adanya keadilan dalam distribusi

kekayaan.*®! Secara umum hikmahnya yaitu: 192

a. Mensyukuri karunia llahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta

membersihkan diri dari sifat kikir, rakus, dengki, iri, dan dosa.

Zakat profesi membantu individu mensyukuri karunia llahi dengan
memberikan sebagian dari penghasilan mereka kepada yang membutuhkan.
Dengan berbagi, seseorang tidak hanya menumbuhkan kekayaan rohaniah melalui
amal, tetapi juga membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti Kikir, rakus, dan
dosa.

b. Melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan dan dampak kemelaratan.

Zakat profesi berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan
dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Ini dapat

membantu memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam situasi

101 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Ed.1, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), hal.64

102 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet-I, (Jakarta: Ul-
Press, 1988), hal. 41.
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ekonomi yang sulit.
c. Menumbuhkan semangat solidaritas dan kasih sayang di antara sesama

manusia.

Zakat profesi berkontribusi pada tumbuhnya semangat solidaritas dan kasih
sayang di antara sesama manusia. Dengan berbagi rezeki, individu merasakan
ikatan yang kuat dengan masyarakat lebih luas, menguatkan hubungan sosial.

d. Menunjukkan semangat kerjasama dan bantuan antar sesama dalam

kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan.

Melalui zakat profesi, terwujud semangat kerjasama dan bantuan antar
sesama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan. Individu menunjukkan
kepedulian terhadap kebutuhan sesama serta bersedia bekerja sama dalam upaya
mencapai kebaikan bersama.

e. Mengurangi tingkat kemiskinan yang merupakan permasalahan sosial

Zakat profesi berperan langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan
dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Hal ini
menciptakan lingkungan sosial yang lebih merata dan adil secara ekonomi.

f.  Membentuk dan meningkatkan stabilitas sosial.

Zakat profesi memiliki peran signifikan dalam membentuk dan
meningkatkan stabilitas sosial dengan mengurangi disparitas ekonomi dan
memberikan dukungan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu.

0. Sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat profesi juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.
Melalui redistribusi kekayaan, zakat membantu mengurangi ketidaksetaraan
ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota

masyarakat.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Zakat profesi dalam fikih Islam adalah di syariatkan. Dasar penetapan ini
berakar pada dalil, penjelasan, dan penelusuran terhadap ljtihad sahabat, baik
dalam bentuk Ijma shahabi (kesepakatan umum sahabat) maupun Qaul Shahabi
(perkataan sahabat itu sendiri) yang mendukung dan menyetujui kewajiban zakat
profesi. Semua ini tidak terlepas dari penjelasan sumber hukum, yaitu al-Qur'an
dan Sunnah. Begitu pula, terdapat ijtihad sahabat, giyas, dan pandangan para
fugaha, yang mencakup pandangan imam mazhab dan ulama-ulama mutakkhir.

2. Analisis hukum Islam terhadap zakat profesi dalam tinjauan maslahat
melibatkan beberapa aspek. Zakat profesi dianggap memiliki urgensi yang
sangat tinggi dalam tinjauan hukum Islam. Disyariatkannya Zakat Profesi
merupakan bukti integralitas syari’ah Islam. Artinya Islam datang
membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna,
tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial
yang baik. Berdasarkan perspektif kemashlahatan, penetapan hukum zakat
profesi secara umum sangat erat kaitannya dengan kebutuhan pokok umat
manusia di dunia dan akhirat, seperti memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, serta sebagai sumber penanaman nilai-nilai kebaikan
bagi umat. Hikmah disyariatkannya zakat profesi mencakup nilai-nilai
kesejahteraan sosial, integralitas ajaran Islam, dan keadilan dalam distribusi

kekayaan dalam masyarakat Muslim. Dimana, kemaslahatan tersebut

60
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termasuk dalam maslahat al-mu 'tabarah, maslahat al-hajiyah, dan maslahat
al- ‘ammabh.

B. Saran

Untuk referensi penelitian selanjutnya, berikut adalah beberapa saran yang
diusulkan:

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan wawasan yang
lebih luas agar hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih komprehensif
dan mendalam.

2. Disarankan untuk memasukkan dan melengkapi variabel-variabel yang
belum diteliti sebagai upaya penyempurnaan dalam penelitian tersebut. Hal
ini dapat meningkatkan kompleksitas analisis dan memberikan pemahaman

yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
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